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Abstract 

Public service delivery in Indonesia still faces major challenges due to weak enforcement 

of ethics and accountability, which undermines public trust. This study aims to analyze the use 

of ethical and accountability measurement tools in improving service quality, focusing on 

indicators such as the Public Service Integrity Index (IIPP), Internal Control System (SPI), 

and Management Information System (SIM). Theoretical foundations draw on public 

administration ethics, public accountability, and the SERVQUAL service quality framework. A 

quantitative survey method was applied using purposive sampling and multiple linear 

regression analysis. The findings reveal that evaluation instruments contribute positively to 

service quality enhancement, although their effectiveness depends on consistent 

implementation, oversight, and organizational culture. This study highlights the urgency of 

integrating measurement instruments with ethical commitment and monitoring mechanisms, 

offering both conceptual and practical contributions to public governance in Indonesia. 

Keywords: Ethics, Accountability, Public Service 

 

Abstrak 

Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait lemahnya 

penerapan etika dan akuntabilitas birokrasi, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan alat ukur etika dan akuntabilitas 

publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dengan mengkaji relevansi indikator seperti 

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Sistem Pengawasan Internal (SPI), dan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM). Kajian teori menggunakan konsep etika administrasi publik, 

akuntabilitas publik, dan kualitas pelayanan berbasis SERVQUAL. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan survei, teknik purposive sampling, serta analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen evaluasi 

berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan, meski efektivitasnya dipengaruhi 

oleh konsistensi implementasi, pengawasan, dan budaya organisasi. Temuan ini menegaskan 

urgensi integrasi instrumen pengukuran dengan komitmen etis dan mekanisme pengawasan, 

sehingga dapat menjadi kontribusi konseptual dan praktis bagi tata kelola publik di Indonesia. 

Kata kunci: Etika, Akuntabilitas, Pelayanan Publik 

 

A. PENDAHULUAN 

Fenomena fundamental dalam pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas 

layanan sering kali masih menghadapi tantangan serius, mulai dari birokrasi yang berbelit 

hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Dalam praktiknya, etika 

publik yang seharusnya menjadi dasar perilaku penyelenggara pemerintahan kerap terabaikan, 
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sementara akuntabilitas publik belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kinerja aparatur. 

Kondisi ini diperburuk oleh adanya disparitas pelayanan antara pusat dan daerah, sehingga 

masyarakat merasakan ketidakmerataan dalam pemenuhan hak-hak pelayanan dasar. Di tengah 

tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi, ekspektasi publik terhadap transparansi dan 

profesionalisme semakin tinggi. Situasi tersebut menuntut adanya instrumen pengukuran yang 

dapat menilai sejauh mana etika dan akuntabilitas publik benar-benar memengaruhi kualitas 

pelayanan di Indonesia. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek ini. Misalnya, Denhardt dan 

Denhardt (2015) menunjukkan bahwa nilai etika publik berperan penting dalam membangun 

kepercayaan warga terhadap pemerintah. Sementara itu, Bovens (2007) menemukan bahwa 

akuntabilitas yang jelas dalam struktur birokrasi mampu meningkatkan legitimasi kebijakan 

publik. Selanjutnya, penelitian Dwiyanto (2011) di Indonesia mengungkap bahwa praktik 

akuntabilitas dan etika pelayanan memiliki dampak langsung pada kepuasan masyarakat, meski 

implementasinya sering terbentur pada resistensi birokrasi. 

Persamaan penelitian ini dengan ketiga studi tersebut terletak pada perhatian terhadap 

peran etika dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, 

penelitian saya berbeda karena secara spesifik berfokus pada penggunaan alat ukur sebagai 

instrumen evaluatif untuk melihat hubungan langsung antara etika, akuntabilitas, dan kualitas 

layanan publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma dan 

praktik, tetapi juga menawarkan pendekatan pengukuran yang lebih sistematis dan aplikatif. 

Perbedaan tersebut menghadirkan aspek orisinalitas, yakni pengembangan kerangka 

evaluasi berbasis alat ukur etika dan akuntabilitas publik yang selama ini masih jarang 

digunakan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Originalitas ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam memperkuat sistem tata kelola 

publik yang lebih berorientasi pada integritas dan kualitas layanan. 

Berdasarkan serangkaian latar belakang tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada 

kebutuhan mendesak akan model evaluasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional, 

agar prinsip etika dan akuntabilitas benar-benar menjadi dasar perbaikan kualitas pelayanan 

publik. Hal ini relevan mengingat tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan 

integritas, serta masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan alat ukur 

etika dan akuntabilitas publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, 

sekaligus mengembangkan model evaluatif yang dapat dijadikan acuan bagi praktik 

pemerintahan yang lebih etis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

B. KAJIAN PUSATAKA 

Etika Administrasi Publik 

Etika administrasi publik merupakan seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang 

harus dipatuhi oleh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurut Cooper (2012), 

etika publik berfungsi sebagai panduan bagi pegawai negara untuk menyeimbangkan 

kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Etika bukan sekadar aturan formal, 

melainkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. 

Dalam konteks administrasi publik, etika sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan 

publik terhadap lembaga negara. Dengan demikian, etika publik menjadi fondasi untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. Indikator: 

● Integritas pribadi dalam menjalankan tugas 

● Kejujuran dalam pengambilan keputusan 

● Tanggung jawab sosial aparatur 
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● Keadilan dalam memberikan layanan 

● Kepatuhan terhadap norma dan hukum 

Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik didefinisikan sebagai kewajiban lembaga pemerintahan dan pejabat 

publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan, kebijakan, dan tindakannya kepada 

masyarakat. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah hubungan sosial di mana 

aktor harus memberikan jawaban atas tindakan yang telah dilakukan, disertai dengan 

kemungkinan penilaian dan sanksi. Dalam pemerintahan modern, akuntabilitas dipandang 

sebagai instrumen untuk memastikan transparansi, kepercayaan publik, dan legitimasi 

kebijakan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada laporan administratif, tetapi juga mencakup 

keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntabilitas publik 

menjadi mekanisme kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi. Indikator: 

● Transparansi informasi 

● Pertanggungjawaban kinerja 

● Mekanisme evaluasi dan pengawasan 

● Penerapan sanksi atas pelanggaran 

● Keterlibatan publik dalam pengawasan 

Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik adalah tingkat kesesuaian antara layanan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1988) dalam model SERVQUAL mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai hasil interaksi 

antara harapan masyarakat dan persepsi atas layanan yang diterima. Dimensi utama kualitas 

layanan meliputi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Dalam 

administrasi publik, kualitas pelayanan menjadi indikator kinerja aparatur dalam memenuhi 

kewajiban konstitusional kepada warga negara. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik 

menjadi ukuran strategis dalam menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan. Indikator:  

● Keandalan (reliability) 

● Daya tanggap (responsiveness) 

● Jaminan (assurance) 

● Empati (empathy) 

● Bukti fisik (tangibles) 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode 

kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap variabel etika, 

akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui instrumen terstandar, sehingga hasilnya 

dapat diuji secara statistik (Creswell, 2014). Relevansi penggunaan metode ini terletak pada 

kemampuannya memberikan gambaran empiris tentang hubungan antarvariabel serta 

menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi pada konteks pelayanan publik di Indonesia. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin, yang 

disebarkan kepada responden yang pernah menerima layanan publik. Kuesioner dipilih karena 

mampu menjaring data dalam jumlah besar dengan cepat, serta memudahkan analisis 

kuantitatif yang sistematis (Sugiyono, 2019). Instrumen pengukuran akan mencakup indikator 

etika publik, akuntabilitas, dan dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL). 

Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan 

kriteria tertentu, misalnya warga yang memiliki pengalaman langsung dalam mengakses 
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pelayanan publik minimal dua kali dalam setahun terakhir. Purposive sampling dipilih agar 

data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian (Neuman, 2014). Jumlah 

sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5–10%, sehingga 

dapat mewakili populasi secara proporsional. 

Teknik Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh 

variabel etika dan akuntabilitas publik terhadap kualitas pelayanan. Teknik ini sesuai karena 

memungkinkan pengujian hubungan kausalitas antarvariabel independen dan dependen (Hair 

et al., 2010). Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan terlebih dahulu untuk 

memastikan keakuratan data, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik agar hasil analisis 

memenuhi kriteria statistik. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kendala dalam Penerapan Alat Ukur Etika dan Akuntabilitas Publik 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran etika menjadi akar persoalan dalam implementasi alat ukur etika dan 

akuntabilitas publik. Fenomena korupsi, nepotisme, dan praktik maladministrasi yang masih 

marak menunjukkan bahwa standar etika sering kali hanya berhenti pada ranah normatif tanpa 

diinternalisasi ke dalam perilaku birokrasi sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh 

inkonsistensi aparat penegak hukum serta lemahnya mekanisme kontrol internal, sehingga 

instrumen etika tidak mampu berjalan optimal. Artinya, alat ukur etika hanya sebatas formalitas 

administratif jika tidak diikuti dengan sanksi tegas dan komitmen kelembagaan. Hal ini 

menegaskan bahwa keberadaan instrumen evaluasi saja tidak cukup, melainkan harus diiringi 

dengan enforcement yang konsisten agar memiliki daya paksa dalam mencegah penyimpangan. 

Di sisi lain, kendala akuntabilitas publik terutama terletak pada kesulitan dalam 

merumuskan indikator yang tepat dan obyektif untuk mengukur sejauh mana birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan. Evaluasi akuntabilitas sering kali cenderung deskriptif dan simbolik, 

misalnya dalam bentuk laporan formal yang lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban 

administratif daripada refleksi kinerja substantif. Kesenjangan ini membuat akuntabilitas 

publik tidak mampu merepresentasikan kualitas layanan secara faktual, melainkan hanya 

sekadar memenuhi tuntutan regulasi. Oleh karena itu, analisis kritis dari temuan ini 

menegaskan pentingnya reformulasi indikator akuntabilitas yang lebih kontekstual, terukur, 

dan partisipatif. Dengan indikator yang tepat, akuntabilitas dapat berfungsi bukan hanya 

sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai alat koreksi dan perbaikan berkelanjutan 

bagi kualitas pelayanan publik. 

Relevansi Alat Ukur dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

 

Tabel 1. Relevansi Alat Ukur dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

Alat Ukur Fokus/Indikator Utama Kontribusi terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik 

Indeks Integritas Pelayanan 

Publik (IIPP) 

Integritas, profesionalisme, 

tanggung jawab, transparansi, 

partisipasi, kinerja 

Mengukur integritas dan 

akuntabilitas layanan publik 

secara menyeluruh 

Sistem Pengawasan Internal 

(SPI) 

Kepatuhan aturan, efektivitas 

penggunaan sumber daya, 

pengendalian internal 

Menjamin efektivitas dan 

efisiensi kinerja aparatur 

pemerintah 

Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) 

Pengumpulan dan analisis 

data kinerja 

Memberikan dasar 

pengambilan keputusan 

berbasis data yang akurat 
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Sumber: Diolah Peneliti, 2023 

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa setiap alat ukur memiliki fungsi yang 

saling melengkapi dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. IIPP lebih menekankan pada 

aspek nilai dan perilaku aparatur, SPI fokus pada kepatuhan regulatif dan efektivitas internal, 

sedangkan SIM menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. 

Kombinasi ketiganya membentuk kerangka evaluasi yang komprehensif: etika dan integritas 

diperkuat, pengawasan internal berjalan efektif, serta kebijakan berbasis bukti dapat 

diimplementasikan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan alat ukur dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh masing-masing instrumen secara 

terpisah, tetapi juga oleh integrasi dan konsistensi penerapannya dalam sistem birokrasi yang 

lebih luas. 

Temuan penelitian ini yang menegaskan pentingnya IIPP, SPI, dan SIM dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan berbagai studi terdahulu. Penelitian 

Dwiyanto (2011) menunjukkan bahwa penguatan sistem integritas dan akuntabilitas mampu 

meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama jika diiringi dengan transparansi dan 

pengawasan internal yang konsisten. Bovens (2007) juga menekankan bahwa akuntabilitas 

publik yang terukur memberikan legitimasi lebih besar bagi lembaga pemerintahan dalam 

menjalankan kebijakan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2020) 

membuktikan bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen secara signifikan berkontribusi 

pada efektivitas pengambilan keputusan di sektor publik, karena berbasis pada data yang akurat 

dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menegaskan 

pentingnya masing-masing instrumen, tetapi juga memperlihatkan bagaimana integrasi IIPP, 

SPI, dan SIM secara simultan dapat memperkuat fondasi etika, akuntabilitas, dan kualitas 

pelayanan publik di Indonesia. 

Efektivitas, Komitmen, dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Efektivitas penerapan alat ukur etika dan akuntabilitas publik tidak dapat dilepaskan dari 

komitmen birokrasi untuk menjalankan prinsip integritas serta partisipasi masyarakat dalam 

mengawasi kinerja aparatur. Tanpa adanya kesadaran etis yang kuat dari dalam institusi dan 

kontrol sosial yang aktif dari luar, instrumen seperti kode etik, indeks integritas, atau sistem 

pengawasan internal cenderung hanya menjadi dokumen administratif. Analisis kritis atas 

temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan instrumen, tetapi pada 

inkonsistensi penerapan dan lemahnya enforcement. Hal ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan antara desain normatif instrumen dengan realitas praktik birokrasi di lapangan. 

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, perbedaan hasil antara studi yang menegaskan 

efektivitas kode etik dalam menekan korupsi dan studi yang menemukan indeks akuntabilitas 

publik tidak berdampak signifikan menunjukkan bahwa konteks kelembagaan berperan sangat 

menentukan. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan, lemahnya sistem 

sanksi, serta kurangnya kepemimpinan etis membuat instrumen kehilangan daya fungsinya. 

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan orisinalitas pada gagasan bahwa alat ukur etika dan 

akuntabilitas publik tidak cukup berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan dengan mekanisme 

pengawasan yang kuat dan internalisasi nilai-nilai etis secara berkelanjutan. Integrasi kedua 

aspek tersebut menjadi kunci agar instrumen benar-benar dapat memperbaiki kualitas 

pelayanan publik secara substantif, bukan sekadar prosedural. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan alat ukur etika dan 

akuntabilitas publik sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan budaya organisasi. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwiyanto (2011) yang menekankan bahwa reformasi 

birokrasi berbasis integritas dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepuasan publik secara 

signifikan. Namun, temuan tersebut bertolak belakang dengan studi Nugroho (2018) yang 

menemukan bahwa Indeks Akuntabilitas Publik di beberapa daerah tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan karena hanya dipandang sebagai kewajiban 

administratif, bukan alat korektif substantif. Kontradiksi ini mengindikasikan bahwa instrumen 

pengukuran hanya akan efektif apabila didukung oleh kepemimpinan etis, pengawasan yang 

ketat, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan 

posisi tengah: instrumen memiliki potensi besar, tetapi tanpa penguatan kelembagaan dan 

komitmen, efektivitasnya cenderung terbatas. 

 

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat ukur etika dan akuntabilitas publik, 

seperti Indeks Integritas Pelayanan Publik, Sistem Pengawasan Internal, dan Sistem Informasi 

Manajemen, berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia 

meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, pengawasan, serta 

budaya organisasi birokrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan penelitian untuk 

menganalisis relevansi alat ukur dalam memperkuat pelayanan publik telah tercapai, sekaligus 

menunjukkan kontribusi baru berupa penekanan bahwa instrumen evaluatif hanya dapat 

berdampak signifikan apabila dikombinasikan dengan kesadaran etis dan mekanisme 

pengawasan yang berkelanjutan.  

Oleh karena itu, secara praktis, pemerintah dan instansi publik perlu memperkuat 

pengawasan internal, memastikan keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan kepemimpinan 

etis dalam birokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan metode campuran 

(mixed methods) agar dapat menggali aspek normatif sekaligus empiris, dengan cakupan 

responden yang lebih luas untuk mengurangi keterbatasan penelitian ini. Implikasi kebijakan 

dari temuan ini adalah pentingnya merumuskan regulasi yang menekankan integrasi etika dan 

akuntabilitas ke dalam sistem evaluasi kinerja, sehingga pelayanan publik tidak hanya 

memenuhi aspek administratif tetapi juga substantif dalam membangun kepercayaan 

masyarakat. 
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